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A. Latar Belakang

Sejak pertama kali dicanangkan oleh Presiden Riplridonesia pada
tahun 1984, sampai saat ini pemerintah telah ladan dua dasawarsa
melaksanakan kebijakan program Wajib Belajar Pekaid Dasar (Wajar
Dikdas) 6 tahun, dan telah 13 tahun melaksanakaganibakdas 9 tahun yang
dicanangkan sepuluh tahun berikutnya, tahun 1994.

Landasannya sangat jelas dan kuat. Bukan sematamdahngka
mewujudkan komitmen global seperti yang antara lencantum dalam
kesepakatan Dakkar 2000 tentang “Education For fHFA) serta tujuan
pembangunan millenium (Millenium Development GeaMIDGs) atau bentuk-
bentuk komitmen global yang lainnya, melainkan allal amanat Undang-
Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit mengikgaraeatau pemerintah
untuk melaksanakannya.

Lebih jelasnya, pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 rae@xplisit
menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak makdappendidikan, dan
setiap warga negara wajib menikmati pendidikan mlas@n karenanya
pemerintah punya kewajiban untuk memenuhinya. Baldecara operasional,
hal itu juga telah dipertegas melalui Undang-und@egublik Indonesia No. 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (USPN

Pasal 5 ayat 1 dalam undang-undang dimaksud déegas mengatakan

bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang satuk memperoleh



pendidikan yang bermutu. Bahkan dalam ayat berytaytayat 2, diungkapkan
bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, osional, mental,
intelektual, dan atau sosial berhak memperolehigdéwh khusus.

Khusus mengenai Wajar Dikdas 9 tahun, simak pusalF&ayat 1 yang
menegaskan bahwa setiap warga negara yang barjudiasampai dengan lima
belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dasat berikutnya, ayat 2,
diungkapkan bahwa setiap warga negara bertanggawgpbj terhadap
keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mewujudkan semua itu, tidak sedikit kebijgk@srmasuk upaya
dan langkah telah dilakukan oleh pemerintah. Meldhstruksi Presiden
(Inpres) No. 10 tahun 1971 tentang pembangunanlaeldasar yang diikuti
dengan Inpres-inpres lainnya cukup menjadi isydrahwa sejak lama
pemerintah punya tekad untuk bisa memberikan paky pendidikan yang
bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakanasuk oleh masyarakat dari
kalangan tidak mampu, baik dilakukan melalui jagdandidikan formal maupun
non-formal.

Wujud konkritnya, bangunan sekolah-sekolah barugy&emudian
dikenal dengan sebutan SD Inpres didirikan untukmperluas jangkauan
pelayanan pendidikan dasar, disamping fasilitas téaaga kependidikannya,
termasuk guru-gurunya. Menurut sumber Depdiknaat sa terdapat tidak
kurang dari 865.258 buah bangunan Sekolah Dasg); (8bnasuk swasta dan
sebagian besarnya merupakan SD Inpres yang didiakéara tahun 1970-an
sampai dengan pertengahan tahun 1980-an. Semé#uatajamlah SMP tercatat

sebanyak 167.480 buah yang sebagian besarnya dibamara tahun 1980-



1990-an sebagai antisipasi pelaksanaan Wajar Dikglasg waktu itu
ditergetkan bisa terwujud pada tahun 2003.

Bukan hanya itu, berbagai program layanan pendidikzaik yang
dilakukan melalui jalur pendidikan formal maupun nndormal terus
dikembangkan, disamping dilakukan pula melalui pégryggaraan berbagai
bentuk bantuan yang diharapkan bisa membantu nzerkag beban pendidikan
bagi masyarakat yang kurang mampu alias miskin.

Munculnya partisipasi masyarakat yang mewujud ddlembaga yang
dikenal dengan sebutan GNOTA (Gerakan Nasional @am Asuh), salah
satunya, adalah bukti kalau di negeri ini masih &d&ngan masyarakat,
khususnya kalangan masyarakat mampu yang peduh aki@ pentingnya
membantu anak dari keluarga miskin dalam mengagsadidikan dasar ini.
Melalui GNOTA, beban sebagian keluarga miskin dalamnyekolahkan
anaknya bisa terbantu.

Lahirnya kebijakan pemerintah dalam bentuk pembebantuan yang
akhir-akhir ini dikenal dengan sebutan “Biaya Operaal Sekolah” atau BOS
akhir-akhir ini, Program Bantuan Siswa Miskin (BSktpu program BAGUS
(Bantuan Gubernur Untuk Sekolah) sebagaimana dicgeaa Gubernur Jawa
Barat, adalah misal lain dari sekian banyak progsamg intinya tidak lain
dalam rangka melakukan akselerasi peningkatan paraca Wajar Dikdas 9
tahun. Melalui program BOS yang sumber pendanaabasasal dari sebagian
program konvensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) itu addpkan bisa
mengurangi beban operasional sekolah sehingga pall@annya bisa

membebaskan berbagai pungutan yang selama inatakg membebani anak



dari keluarga miskin.

Tidak sampai di situ, pemerintah provinsi Jawa Baang memiliki
greget untuk bisa mewujudkan pencapaian angka $ndelbangunan Manusia
(IPM) sebesar 80 pada tahun 2010 juga telah memkgolantara lain dalam
bentuk program yang dikenal dengan sebutan “BantGamernur untuk
Sekolah” atau disingkat “Bagus” yang intinya dikgn dalam rangka akselerasi
pencapaian IPM melalui percepatan pencapaian Viakalas 9 tahun sebagai
salah satu parameter yang akan banyak menentukaimgkatan indeks
pendidikan.

Namun dalam dua dekade lebih perjalanannya, tigakkis masalah,
hambatan serta tantangan yang harus dihadapi. &omdi diperparah oleh
datangnya gelombang krisis tahun 1997 yang telambuat porak poranda
hampir seluruh aspek kehidupan di negeri ini, teukadidalamnya dalam
aspek pendidikan. Bahkan karena krisis berkepaajangektor pendidikan
begitu terasa kian terpinggirkan.

Tidak mengherankan jika sampai tahun 1998/1999mafh ada sekitar
0,9 juta anak usia 7-12 tahun dan sebanyak 930 anmak usia 13-15 tahun
yang tidak berada pada sistem persekolahan kargal mendaftar sekolah
kalau bukan karena putus sekolah alias drop ouhuk# sumber Depdiknas
dan Bapenas (2001), hal tesebut terjadi karenatwdganyaknya jumlah
penduduk miskin di desa tertinggal dan daerah kuperkotaan yang tidak
mampu membiayai pendidkan anaknya (dalam Faisal dah Dedi Supriadi,

2001).



Sumber data Balitbang Depdiknas (2007) juga meriamgoahwa
angka siswa drop-out yang semula dapat dikendatikancenderung menurun,
mulai tahun 1998 kembali menunjukan peningkatamaannya, angka putus
sekolah yang pada tahun 1998 mencatat angka 46&tau 4,91 persen, dua
tahun setelah krisis ekonomi membengkak menjadessebl,4 juta atau 14,7
persen.

Gambaran lainnya, dari 28,51 juta siswa SD/MI| yaeglaftar pada
tahun ajaran 1999/2000, ada sebanyak 960,7 rinasymng terpaksa putus
sekolah di tengah jalan, dan ada 770,5 ribu sisaag ywalaupun berhasil
menamatkan pendidikan SD/MI, namun mereka tidak poamelanjutkan ke
jenjang SLTP atau MTs, apalagi ke jenjang pendidiang lebih tinggi.

Tidak mengherankan pula jika target Wajar Dikdasigyasemula
diharapkan bisa dicapai dalam kurun waktu 15 tahbehkan kemudian
dipercepat menjadi hanya dalam kurun waktu 10 tedejak dicanangkannya
pada tahun 1994, realisasinya sampai saat inidag@anynenunjukan hasil yang
masih jauh dari yang telah ditargetkan.

Gambaran lainnya, sumber Balitbang Depdiknas datatacational
Statistics in Brief(2000-2002) mengungkap bahwa rata-rata angka putus
sekolah tingkat dasar pada kelas 1-3 masih sé0@000 sampai 300.000 anak
setiap tahun. Jumlah tersebut termasuk pada kelompenduduk buta aksara
yang banyaknya sekitar 18,7 juta. Bahkan dalam waBt tahun sejak tahun
1970 hingga 1993, demikian diungkap dalam Fas#il J2001), diduga tedapat
sebanyak 33,8 juta murid SD dan 105 juta siswa Skidhgalami putus

sekolah.



Fakta berikut lebih memprihatinkan lagi. Jumlah kangia SD yang
tidak bersekolah, putus sekolah, dan lulus SD ietidak melanjutkan ke
jenjang SLTP sejak tahun 1995 sampai dengan talif® Zdiperkirakan
mencapai angka 12,8 juta, serta jumlah anak pw@da gnjang SLTP mencapai
angka 4,3 juta (Balitbag Depdiknas, 2000).

Masih menurut sumber data dari dari Dikdasmen (RO@mlah anak
usia 7-15 tahun yang belum pernah sekolah padarsamasih mencatat angka
693,7 ribu orang anak atau 1,7 persen dari jundé&d anak usia 7-15 tahun.
Sementara yang tidak bersekolah, baik karena alpstus sekolah maupun
karena memang tidak melanjutkan dari SD/MI ke SMP$Man dari SMP/MTs
ke jenjang pendidikan menengah mencapai angkaug7apak atau sekitar 6,7
persen dari jumlah total anak usia 7-15 tahun.

Angka-angka itu sengaja diungkap sekedar untuk gaskan bahwa
betapa berat beban yang harus dipikul negara selamaBahkan tidak
mengherankan kalau United Nation Development Rragre (UNDP) 2004
melaporkan bahwa rata-rata lama sekolah (rate afsyschooling) untuk
Indonesia ternyata baru mencapai angka 7,1 tahumangy sangat
memprihatinkan, sumber laporan tersebut juga magi@pkan bahwa masih
ada sekitar 10,5 persen dari total penduduk ded@abalonesia ternyata masih
berstatus buta huruf.

Jika dirinci, mungkin masih banyak faktor yang naeinjpenyebab anak
pada usia itu tidak mampu melanjutkan sekolah. T@@emengemukakan paling
sedikit ada dua hal penyebab rendahnya jumlahdal&® yang melanjutkan ke

SMP, yakni rendahnya kemampuan ekonomi orang tlaukaukan berkait



dengan masalah kesadaran orang tua akan pentipgngadikan tingkat SLTP
bagi anaknya. Dua faktor itu, faktor ekonomi dansaddaran, memang
merupakan faktor yang sulit untuk dipisahkan satmas lainnya. Seperti kata
Amartya Sen (2001), dalam kemiskinan ekonomi itlalsemelekat secara
inheren bentuk kemiskinan lain, termasuk miskinuilpengetahuan, motivasi
atau kesadaran, bahkan miskin kebebasan. Paddigddsan merupakan modal
penting yang memungkinkan seseorang bisa mengaksésya untuk
mengenyam pendidikan.

Pendapat senada dikemukakan Santoso (1969), B(uA&0), Beeby
(1979), serta Manap dkk. (1995). Intinya, bahwan&mpuan ekonomi
masyarakat yang rendah dapat mengurangi hasraj twardan semangat anak
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikang lebih tinggi. Dalam
kaitan itu, orang tua lebih merasa tertolong jikeakanya dapat membantu
pekerjaannya, atau cepat bekerja untuk menunjamdgpatan keluarganya.

Menurut hasil kajian yang dilakukan Irwanto dkk 959: 143), anak-
anak dalam usia didik sebenarnya merasa lebih geskolah daripada bekerja.
Tetapi, akibat dari faktor-faktor yang sifatnyauktural dan karena dikalangan
orang tua masih belum tumbuh dengan baik kesada#tan arti pentingnya
pendidikan, diwilayah pedesaan pada khususnya rsasimg terjadi anak-anak
yang terpaksa harus berhenti sekolah di tengah jias drop out. Di sini,
masalah ketidakmampuan ekonomi yang diperparah reletiahnya kesadaran
orang tua hadir menjadi faktor yang semakin berddn@rhadap ketertinggalan

pendidikan bagi anak dari kelurga miskin.



Sebagai akibat dari kemampuan ekonomi masyarakat gmdah, maka
bagi sebagian masyarakat biaya pendidikan dirasakamal. Bahkan karena
ketidakmampuannya, didukung pula oleh karena kekisadaran akan arti
pentingnya pendidikan, mereka manganggap bahwa latekdanyalah
pemborosan semata (Manap, 1993). Dalam bahasa &mgko (1991), nilai
ekonomis hasil pendidikan dirasakan oleh merekainbeseimbang dengan
biaya pendidikan yang dikeluarkan.

Kemiskinan dengan banyak karakteristiknya, itula@hats satu faktor
kunci yang menurut penulis hadir menjadi salah sd&ar penyebab sulitnya
pencapaian target Wajardikdas 9 athun selama omdisi itu diperparah pula
oleh lemahnya komitmen, disamping terbatasnya kegnampemerintah dalam
menyediakan fasilitas layanan pendidikan dasar yés®dijangkau masyarakat
miskin.

Bahkan kalaupun komitmen pemerintah terhadap sepe&srdidikan
dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung mekanj@adanya peningkatan
yang antara lain ditandai dengan semakin meningkatanggaran yang
dialokasikan untuk mendukung pembangunan disekamg ysatu ini, namun
dalam penjabarannya dilapangan masih belum meramjukasil yang
diharapkan. Dengan kata lain, ada faktor-faktoreendl, disamping faktor
internal sistem pendidikan yang bisa diangkat untuknjelaskan tantangan
yang menghambat kelancaran pelaksanaan Wajar Dsletiasa ini.

Seperti diungkakan oleh Vaizey (1967), Bruner (39¥4h Abin (1987),
bawa secara external pelaksanaan pendidikan itapasek tentunya

penyelenggaraan Wajar Dikdas, sangat dipengarehi falktor sosial budaya,



ekonomi, demografis serta iklim geografis yang kgranenguntungkan. Secara
sosial dan budaya, misalnya, pelaksanaan pendidiki@k bisa lepas dari

kondisi lingkungan sosial serta nilai-nilai yangmtbuh dalam masyarakat,
termasuk persepsi mereka terhadap arti pentingaydighkan. Secara ekonomi,
misal lain, pendidikan tidak lepas dari kemampuanemi masyarakat dan

pemerintah untuk mendukung pembiayaannya. Masaggdendudukan yang

sampai saat ini belum sepenuhnya berhasil dikdtedgladalah faktor lain yang

tidak bisa begitu saja diabaikan pengarhnya teghadadidikan.

Secara internal, demikian diungkapkan oleh Uned4®&¥3) dan Hayes
(1974), pelaksanaan kebijakan Wajar Dikdas itwajdgpengaruhi oleh faktor-
faktor yang berkaitan dengan faktor hasil (out patfara lain ditandai dengan
ketatnya syarat kelulusan dan terbatasnya vareasgang dan jalur program
yang ditawarkan ; masukan dasar (raw input) yanigrbgen karakterstik dan
latarbelakangnya; masukan instrumental (instrument) yang terbatas, yakni
kurangnya sumber belajar mengajar seperti bukuy, glaboratorium serta
fasilitas penunjang lainnya; faktor proses dan rkelean manajerial sistem
pendidikan.

Hasil penelitian Fakry Gaffar dan kawan-kawan ()9¢&ng dilakukan
di 13 provinsi juga menyimpulkan bawa manajemen avdpikdas masih
banyak menghadapi kendala dan kesulitan. Tim Koasdiyang telah dibentuk,
baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kecamdt@um berfungsi secara
optimal. Tingkat efisiensi dan efektifitas cendegurendah. Hal itu terkait

dengan kendala birokratik dan hirarkhi keorgangaspemerintah daerah.
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Pengawasan masih belum dilaksanakan secara sisdamierkelanjutan akibat
faktor-faktor keterbatasan dan kondisi geografis.

Temuan itu sekaligus mengungkap bahwa selama dak tisedikit
kebijakan berhasil dirumuskan dan disahkan ataegtiinasi, namun proses
implementasinya, karena berbagai faktor dan alasamgsih sering
dipersoalakan. Meminjam kata-katanya Gunn (1978)ard Wahab (2004),
selama ini para pakar sering keasyikan dengan glarspersoalan perumusan
kebijakan, namun kurang perhatian atau sering makhp pada tataran
implmentasinya. Itulah pula masalah lain yang naebetlakangi dilakukannya
penelitian ini ; Studi mengenai Efetivitas Implertasi Kebijakan Percepatan
Penuntasan Wajardikdas 9 tahun bagi Anak dari KgtuaMiskin (Studi
Evaluasi Kinerja Kebijakan di Kabupaten Cianjur).

Dipilihnya Cianjur sebagai lokus dalam penelitiam bukan tanpa
alasan. Dilihat dari raihan pendidikan, khususpgadidikan dasar 9 tahun,
rata-rata lama sekolah di kabupaten Cianjur baencapai angka 6,1 tahun
(National Human Development Report 2004). Padahkand waktu yang sama,
rata-rata lama sekolah pada tingkat provinsi JaaweatBdan Nasional, secara
berurutan sudah mencapai angka 7,2 dan 7,1 tahun.

Kondisi di atas juga diperkuat oleh masih rendahpgmacapaian angka
partisipasi sekolah. Pada posisi tahun 2005, nyaalrpencapaian APK
kabupaten Cianjur untuk SMP/MTs ternyata masih catt angka 59,32
persen. Padahal pada tahun yang sama, pencapainJ@Wa Barat telah
berada pada posisi 80,24. Bandingkan pula denganapaian APK tingkat

nasional yang sudah berada pada posisi 85,22 p@sediknas, 2007).
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Penelitian mengenai implementasi kebijakan WajakdBs 9 tahun
dengan mengambil lokus di kabupaten Cianjur, damgdn fokus yang akan
diarahkan kepada anak dari keluarga miskin, dilkamapbisa mengungkap
semua masalah di atas. Yang lebih penting lagialepenelitian ini juga
diharapkan bisa dirumuskan alternatif model akaslepenuntasan Wajar
Dikdas 9 tahun sebagai rekomendasi bagi para pdng&eputusan untuk
menyempurnakan kebijakan-kebijakannya.

Beberapa pertimbangan di atas juga didukung ol&erapa penelitian
yang sama Yyang mengangkat dan membahas masatksgean kebijakan
Wajar Dikdas ini. Hasil penelitan HT. Efendi Sumga (2004) tentang
Implementasi Perencanaan Stratejik PenyelenggaRenrdidikan Dasar di
Kabupaten Subang, serta hasil penelitian Manap BomA999), antara lain
menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Wajaralikdersebut belum
dapat dilakukan secara optimal mengingat masih yad&erbagai hambatan,
baik itu menyangkt hambatan internal dari para pktgn pendidikan dan
manajerialnya, maupun hambatan berkait dengan aspekio-kultural
masyarakatnya. Akibatnya, baik proses maupun hasitrelum sesuai dengan
harapan.

Dilihat dari aspek sasaran yang akan dijadikan udok
pembahasannya, penelitian yang telah banyak ditakaklama ini lebih banyak
ditujukan kepada penyelengaraan pendidikan badt aakolah dari kalangan
masyarakat secara umum sebagai sasarannya, betam seesifik difokuskan
pada anak dari kalangan masyarakat miskin. Padtttan banyak aspeknya,

faktor kemiskinan dengan segala karakteristiknysgyeompleks itu merupakan
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salah satu akar permasalahan (the root cause)sdkian banyak masalah
krusial yang selama ini sering muncul menjadi kémd#alam upaya untuk
menuntaskan pelaksanaan Wajardikdas 9 tahun.

Bahkan hampir bisa dipastikan, bahwa sebagian bkaku pun tidak
seluruhnya dari mereka yang tidak bisa mengikutidmékan dasar selama ini
adalah anak dari keluarga yang tidak mampu. Sal#ih lsuktinya, pada saat
rata-rata angka partisipasi kasar (APK) jenjang 8WIB mecapai angka 81,08
persen, APK kelompok kaya (Quintile 5) telah memcap9,51 persen,
sementara APK kelompok termiskin (Quintile 1) banencapai 61,13 persen
(Depdiknas, 2007).

Karena kemiskinan, singkatnya saat ini banyak aypakg terpaksa
meninggalkan bangku sekolah hanya karena orang/autdak lagi mampu
membiayainya kalau memang bukan karena sengajakddangan alasan
semata untuk membantu orang tuanya. Karena kerarskiprogram Wajar
Dikdas 9 tahun menjadi sulit untuk mencapai taygeg telah ditetapkan.

ltulah salah satu gambaran yang bisa diangkat untrijelaskan bahwa
betapa masih beratnya beban yang harus dipikul metede dalam
pembangunan pendidikan ini. Jangankan untuk tingletdidikan jenjang
menegah, apalagi jenjang pendidikan tinggi. Untinigkiat pendidikan dasar
sekali pun masih menyisakan sasaran serta bebantytak ringan., bahkan
begitu kompleks.

B. ldentifikasi Masalah
Untuk melihat bagaimana berat beban serta kompjakdantangan

pembangunan pendidikan yang dihadapi bangsa In@dpiesitama pendidikan
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dasar bagi anak dari keluarga miskin, maka bisaadilbiagram causal loop

sebagaimana dikembangkan oleh Peter Senge (198®)aderikut :

Keterbatasan
Kemampuan
Pemerintah Dalam
Menyediakan
Anggaran
Pendidikan

Rendahnya

Angka
Melanjutkan
Sekolah SD
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GAMBAR 1.1 : KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN WAJAR
DIKDAS 9 TAHUN (DIAGRAM CAUSAL LOOP)

Melalui diagram tersebut, setidaknya ada tiga leitipg yang ingin
ditegaskan di siniPertama bahwa membahas masalah Wajardikdas 9 tahun
bagi anak dari keluarga miskin merupakan masalaly yemikian kompleks
karena melibatkan banyak masalah lain yang sadirigit dan menentukan. Di
situlah pula arti pentingnya untuk menggunakan ¢emgikir sistemik dalam

mengungkap dan memecahkan sebuah persoalan. Bddwmgan itu,kedua
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bahwa di balik rendahnya faktor kemampuan pemdrimtaupun masyarakat
dalam mendukung penyediaan anggaran pendidikang galama ini paling
sering diangkat sebagai isu sentral, masih sesthingguerdapat banyak faktor
yang satu sama lain saling berkaitan dalam selliigdimika sistem yang

melibatkan banyak sektor dan aktor.

Sekedar untuk menyebut beberapa, maka aspek kesadi@n motivasi
masyarakat, termasuk di dalamnya persoalan minak, aaspek komitmen
pemerintah, masalah kemiskinan sampai kepada pansdeependudukan
dengan segala dampaknya, adalah beberapa sajsaksain banyak faktor
penting yang layak untuk diangkat dan diperhitumgkialam mendiskusikan

upaya penuntasan Wajar Dikdas saat ini.

Bahkan dari sudut pemikiran sistem sebagaimanaandrgr dalam
diagram, maka masalah keterbatasan kemampuan pé&mhedan masyarakat
dalam pembiayaan pendidikan yang selama ini badyakgkat kepermukaan
itu, sesungguhnya hanya merupakan akibat yang tidiakginkan saja
(undesirable effect)yang muncul karena banyak faktor lain yang saling
berkaitan itu, terutama dipengaruhi oleh faktamiskinan masyarakat di satu

sisi, dan keterbatasan kemampuan pemerintah psidasg lainnya..

Ketiga, bahwa hubungan antara banyak faktor dalam diagexsebut
berlangsung tidak linear, tetapi melingkar. Artingeasing-masing faktor yang
saling berkaitan seperti nampak dalam diagrameatderung selalu hadir dalam
dua fungsinya sekaligus, sebagai penyebab sekajlimas akibat. Di sini,

hukum lingkaran setan berlaku. Di situlah pula @eintingnya upaya untuk
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mengidentifikasi sekaligus menentukan faktor yakgnasangat berpengaruh
sebagi faktor pengungkit ataleverage dalam menentukan keberhasilan

pelaksanaan kebijakan Wajardikdas.

Karena faktor kemiskinan, misalnya, kemampuan dabamasyarakat
untuk membiayai sekolah anaknya rendah. Padahalpalanbaliknya,
ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk bisa rkelaydan anaknya,
pada gilirannya akan menambah sekaligus mempeKamiskinan. Karena
kemiskinan pula, misal lain, laju pertumbuhan pehduakan kian sulit untuk
dikendalikan. Padahal tingginya laju pertumbuhandpeuk ini akan menjadi
masalah bukan semata karena besar pengaruhnydagrpaningkatan beban
pembangunan secara keseluruhan yang mesti ditapggemerintah dan
masyarakat, tetapi secara langsung akan semakiant@m beratnya beban

biaya yang mesti disediakan untuk pembangunan gixadi.

Sebagai ilustrasi, dengan laju pertumbuhan pend{id@R) sebesar 1,64
persen pertahun seperti yang masih dialami kabop@ianjur saat ini, maka
setiap tahunnya kabupaten Cianjur yang Kini sutiabini oleh lebih 2,1 juta
jiwa penduduknya ini masih akan bertambah tidakakgrdari 34.000 jiwa,
termasuk di dalamnya adalah tambahan jumlah anak7es5 tahun yang akan
menjadi tambahan sasaran baru Wajar Dikdas. Komilidiperparah oleh fakta
lain yang menunjukan bahwa lebih dari dua pululsger penduduk Cianjur
masih tergolong penduduk miskin (BPS, 2005).

Lebih jauh, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi juga pada

gilirannya akan semakin mempersulit upaya pemdrintlalam rangka
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pengentasan kemiskinan. Dalil demografisnya, semi&nyak penduduk yang
jatun miskin, akan semakin meningkat pula angkdlifasnya, karena bagi
penduduk miskin, anak adalah investasi atau mesidugsi ekonomi yang
diharapkan bisa membantu orang tua dalam mengubabgn hidupnya.

ltulah pula yang menjadi salah satu penyebab, lkebapyak anak usia
7-15 tahun yang tidak mau melanjutkan sekolah, ptaus sekolah, meskipun
pemerintah telah menyiapkan dana untuk membebak&botuhan sekolah
mereka. Ini semua menjadi isyarat bahwa upaya umeRkggalakan kembali
program Keluarga Berencana (KB) harus menjadi lpagenting dari upaya
penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun.

Masalah kesadaran dan motivasi masyarakat akan paritingnya
pendidikan, adalah faktor penting dan strategisetatiri yang secara sosiologis
akan sangat besar kontribusinya terhadap upayanfzman Wajar Dikdas 9
tahun ini. Logika sederhananya, semakin tinggi la&esadaran masyarakat ini,

akan semakin kuat pula motivasi mereka untuk mevigkan anaknya.

Itu pula sebabnya, semakin tinggi aspek kesadam@syanakat ini bisa
dibangun, maka akan semakin meningkat pula kemoagkimereka untuk
meningkatkan peransertanya dalam proses penyel@agygpendidikan ini. Ini
sejalan dengan tesisnya McClelland, sosiolog yaikgndl sebagai penemu
virus sosial bernamarAch - “the need for achievemenyakni motivasi
berprestasi, bukan semata faktor materi, merupdékiot kunci yang akan

menentukan kemajuan seseorang
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Bahkan sebagaimana nampak dalam diagram, semalggi taspek
kesadaran masyarakat ini, akan besar pengaruhrgm dangka membangun
dan memperkokoh komitmen pemerintah terhadap pegoinam pendidikan
ini. Demikian sebaliknya, semakin tinggi komitmemnperintah, termasuk
komitmen para elit politik, maka dampak baliknydatapkan akan semakin
meningkatkan dan memperkuat pula motivasi dan leeaadmasyarakat akan

arti pentingnya pendidikan ini.

Itu sebabnya, apa pun kebijakan yang akan dirunmuskian
diimplementasikan oleh pemerintah dalam mewujudkaget Wajar Dikdas 9
tahun saat ini sejatinya harus bisa menginterveselaligus menjawab
kompleksnya masalah yang ada di balik dinamikasigersebut. Dengan kata
lain, semakin banyak variabel atau faktor yang hisatervensi oleh sebuah
kebijakan, maka akan semakin efektif sumbangan ya@ieg diberikan oleh
kebijakan itu. Sebaliknya, semakin parsial kebijak@ang dibuat, maka akan

semakin kurang efektif sumbangan yang bisa dibargebuah kebijakan.

Di situlah pula relavansinya bagi pemerintah untunjadikan gerakan
sekaligus akselerasi penuntasan Wajar Dikdas Otatiudalam keterpaduan
dengan pelaksanaan gerakan yang sama pada sdiktmr{sembangunan yang
lainnya, terutama sektor pembangunan yang bisa eméuly ketertinggalan-
ketertinggalan masyarakat dalam banyak aspek keaidyang lainnya. Itulah

pula yang selama ini belum dilakukan.

Paling tidak, gerakan percepatan penuntasan WalataP yang mesti

dilakukan itu mampu menyentuh aspek-aspek palingi&r berkait dengan
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karakter masyarakat miskin, termasuk karakter bagy, bahkan menyentuh
aspek keyakinannya. Di situlah pula relavansinyabibara menyoal arti
pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif yamgmpu menjawab

masalah yang dihadapi anak dari keluarga miskin.

C. FokusKajian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang sertatifildesi
permasalahan sebagaimana telah diuraikan di at@s bregitu banyak faktor
saling terkait sebagai penghambat yang bisa biaji cberkaitan dengan
implementasi kebijakan percepatan penuntasan Wglasl 9 tahun yang
sampai saat ini masih menyisakan banyak masalaketatala.

Namun dari begitu banyak faktor saling berpengaddn saling
berkaitan itu, penelitian ini hanya akan menyofaktor kemiskinan, dalam hal
ini anak dari keluarga miskin dengan karakteristékryang begitu kompleks
sebagai fokus pembahasannya, tentu tanpa harusabskagn arti pentingnya
membahas keterkaitannya dengan banyak faktor wamagyia.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan fokus kajian sebagaimana telah kibumrali atas, maka
dalam penelitian ini akan diajukan beberapa pokeftapyaan penelitian yang
sekaligus juga merupakan rumusan masalahnya sdimgait :

1. Bagaimana arah kebijakan yang ditempuh pemerintddupaten Cianjur

dalam rangka mempercepat penuntasan Wajar Diktsu8.
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2. Bagaimana arah kebijakan itu diimplementasikanrddb@rbagai program
yang diharapkan bisa membantu meringankan bebak @daya keluarga
miskin dalam mengakses layanan pendidikan dasarnya.

3. Seberapa jauh dampak dari implementasi kebijakamwepatan Wajar
Dikdas 9 tahun tersebut dalam rangka membantu milestikan jangkauan
layanan pendidikan dasar bagi anak dari keluargaimi

4. Mengapa masih banyak anak dari keluarga miskin ysargpai saat ini
belum tersentuh dengan penyelenggaraan prograregagan Wajar Dikdas
9 tahun yang dijalankan pemerintah.

5. Alternatif model apa yang bisa direkomendasikanukinmemecahkan
masalah pendidikan dasar 9 tahun bagi anak darakgd miskin.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Pendlitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mealymasi tentang
seberapa jauh efektivitas implementasi kebijakawgpatan penuntasan Wajar

Dikdas 9 tahun dikaitkan dengan upaya untuk menobergringankan beban

pendidikan dasar bagi anak dari keluarga miskita@ekhusus penelitian ini

ditujukan untuk :

a. Memperoleh gambaran tentang arah kebijakan yamgngith Kabupaten
Cianjur dalam upayanya untuk mempercepat progranurgasan Wajar
Dikdas 9 tahun.

b. Memperoleh gambaran tentang bagaimana arah kebikatjabarkan ke
dalam berbagai bentuk program yang mampu membargungankan

beban pendidikan dasar bagi anak dari keluargaimisk
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c. Menggali kebutuhan sekaligus masalah yang dihadagk dari keluarga
miskin yang selama ini menjadi penyebab anak dalddcga miskin tidak
bisa mengakses pendidikan dasar 9 tahun.

d. Membuat alternatif model penyelenggaraan akslgpasuntasan Wajar
Dikdas 9 tahun bagi anak dari keluarga miskin.

2. Manfaat Penelitian

Pada tataran teoretik, dari hasil penelitian inhachpkan bisa
dirumuskan sebuah model hipotetik yang bersifat fr@imensif berkait dengan
penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun khusus aoads dari keluarga
miskin dengan segala karakteristik yang dimilikinya

Model komprehensif di sini dimaksudkan bahwa mogahg ingin
ditawarkan tidak semata ditujukan dalam rangka kodian kegiatan intervensi
yang bersifat parsial, melainkan sebuah model yaegifat integral dengan
melibatkan banyak intervensi kegiatan sektor laangysecara tidak langsung
akan banyak mempengaruhi keberhasilan penyelergggandajar Dikdas 9
tahun bagi anak dari keluarga miskin.

Pada tataran praksigertama, hasil penelitian ini diharapkan akan bisa
dijadikan sumbangan pemikiran berarti bagi penahirpada umumnya, dan
bagi pemerintah daerah kabupaten Cianjur padaukhya yang pada saat ini
sedang begitu gencarnya menyuarakan arti pentingeguntasan Wajardikdas
pada tahun 2008 untuk menunjang pencapaian Indekdbd&hgunan Manusia
(IPM) sebesar 80 sesuai dengan target yang tetahtulkan oleh pemerintah

provinsi Jawa Barat.



21

Lebih jauh,kedua, hasil penelitian ini juga diharapkan bisa dijadika
salah satu rujukan siapa saja yang punya minatkumilakukan penelitian
lebih lanjut berkaitan dengan penyelenggaraan progakselerasi penuntasan
kebijakan Wajar Dikdas 9 tahun pada umumnya, danyglenggaraan
pendidikan dasar bagi anak dari keluarga miskiragduaisusnya.

Yang tidak kalah pentingnyaterakhir,  hasil penelitian ini juga
diharapkan bisa menyumbangkan masukan banyak galphea perumus dan
pemutus kebijakan dalam proses pengambilan keputpshlik secara tepat
sesuai dengan kebutuhan, tuntutan dan aspirasikpatdu masyarakat di
lapangan. Lebih-lebih, sebuah kebijakan publik ydragk adalah kebijakan
yang dirumuskan berdasarkan tuntutan dan kebutoialik di lapangan.

F. Kerangka Pikir dan Premis Penelitian
1. Kerangka Pikir

Hasil akhir yang ingin dicapai dari penelitian @dalah diperolehnya
gambaran mengenai efektivitas implementasi kebnak&jar Dikdas 9 tahun
dalam rangka membantu meringankan beban pendidkgn kalangan anak
dari keluarga miskin yang sedang berjalan selama in

Itu sebabnya, penelitian ini akan diarahkan kepdda fokus kajian
sekaligus sasaran. Yang pertama, diarahkan keppdgauuntuk mengkaji
rumusan dan implementasi kebijakannya sendiri. ép¢mnma yang kedua
diarahkan kepada upaya untuk mengkaji sekaligusggadi masalah yang
dihadapi anak dari keluarga miskin sebagai sasselaligus penerima dampak

dari implementasi kebijakan dimaksud.
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Melalui dua kajian sasaran yang satu sama laihdipisahkan itu, yakni
para perumus dan pelaku kebijakan di satu sisa serak dari keluarga miskin
sebagai sasaran kebijakan, penelitian ini dihamagksa menghasilkan sebuah
deskripsi mengenai berbagai masalah sekaligus nigemia yang dihadapi
pelaksanaan Wajar Dikdas bagi anak dari keluargekimisebagai landasan
empirik dalam proses penyempurnaan kebijakan dam @rogram Wajar
Dikdas 9 tahun pada waktu berikutnya.

Atas dasar kajian empirik ditambah dengan hasiakajeoretik itulah
dirumuskan disain model kebijakan serta programgydimarapkan mampu
menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi analkelaarga miskin dalam
rangka memenuhi haknya untuk bisa mengakses p&adidiasar sekaligus
merupakan rekomendasi akhir dari penelitian iniagabmana tertuang dalam

kerangka pikir sebagai berikut :
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PENDIDIKAN
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(SUPPLY SIDE) |

|

|

STRATEGI
AKSELERASI
PENUNTASAN
KINERJA WAJAR DIKDAS 9
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KEBUTUHAN T
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—
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Dari figur di atas bisa dijelaskan, pertama, bali@kas penelitian ini
diarahkan kepada studi implementasi kebijakan WBjadas 9 tahun dilihat
dari aspek efektivitasnya, yakni seberapa jauh hiéail guna dari kebijakan
yang dilaksanakan dalam rangka membantu meringabkdan pendidikan
bagi anak dari keluarga miskin.

Itu sebabnya, kedua, ada dua sasaran utama yangnai®adi fokus
penelitian studi implementasi kebijakan ini, yakmplementasi kebijakan
dilihat dari aspeksupply-sidenya yakni bentuk layanan program yang
disediakan pemerintah, serta implementasinya alilifari aspeklemand side
nya, yakni sampai sejauh mana implementasi kebijakamampu menjawab
tuntutan dan kebutuhan realistik anak dari keluangin.

Atas dasar kajian terhadap implementasi itulahtigie studi ini
diharapkan bisa membuat deskripsi sekaligus asahsengenai efektivitas
kinerja yang dihasilkan oleh kebijakan yang dilated@an dengan dua sasaran
pembahasan pokok, yakni deskripsi mengenai kirexfajakan yang ditandai
dengan peningkatan indikator angka partisipasi labkoserta deskripsi
mengenai informasi tentang penyebab anak tidak mugkan atau dropout
sekolah. Informasi yang terakhir ini menjadi begtnting untuk mengetahui
kelemahan dan kekuangan dari implementasi kebijgag dilaksanakan.

Dengan harapan bahwa penelitian ini juga bisa nmebgimgkan sesuatu
dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan diwaikitmwyang akan datang,
maka atas dasar analsis terhadap implementasiakabhijitulah pula, sebutlah
landasan empirik, ketiga, penelitian ini diharapkasa merumuskan model

(hipotetik - konseptual) sekaligus sebagai rekoraendi sini, kajian empirik
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hasil studi lapangan yang diperkaya atau didukuaggdn kajian teoretis,
diharapkan bisa menjadi landasan dalam perumusdelrdmnaksud.
2. Premis Pendlitian

Sesuai dengan latarbelakang, fokus, rumusan masal@an serta
kerangka pikir penelitian seperti telah diuraikanaths, maka ada beberapa
premis yang akan diajukan dalam penelitian inituyai

Pertama bahwa membahas masalah Wajar Dikdas 9 tahuraebagidari
keluarga miskin pada prinsipnya merupakan masadalg ylemikian kompleks
karena akan melibatkan banyak faktor lain yang ngalterkait, saling
berpengaruh bahkan saling menentukan dalam sekbonamidla sistem yang

juga melibatkan banyak sektor dan aktor.

Kedua, bahwa hubungan antara banyak faktor yang salingebgaruh
dan saling berkaitan itu berlangsung tidak lingatapi melingkar. Artinya,
masing-masing faktor yang saling berkaitan itlalsehadir dalam dua
fungsinya sekaligus, sebagai penyebab sekaligws jagibat. Di situlah pula
arti pentingnya upaya untuk mengidentifikasi sekaimenentukan faktor yang
akan sangat berpengaruh sebagi faktor pengunghkil kverage dalam
menentukan keberhasilan implementasi kebijakanelpatan Wajar Dikdas 9

tahun bagi anak dari keluarga miskin.

Berkait dengan itu ketiga,apa pun kebijakan yang akan dirumuskan dan
diimplementasikan oleh pemerintah dalam mewujudkaget Wajar Dikdas 9
tahun saat ini sejatinya harus bisa menginterveselaligus menjawab

kompleksnya masalah yang ada di balik banyak fak&ding berkaitan itu.
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Dengan kata lain, semakin banyak faktor yang bigsedvensi oleh sebuah
kebijakan, maka akan semakin efektif sumbangan \aeg diberikan oleh
implementasi kebijakan itu. Sebaliknya, semakirsighikebijakan yang dibuat,
maka akan semakin kurang efektif sumbangan yassdberikan oleh sebuah

kebijakan.

Keempatapapun juga bentuk program yang akan dilakukanarmakam
pelaksanaannya perlu mempertimbangkan dan sekahguyesuaikan dengan
kondisi sosial dan budaya anak dari keluarga migkimg umumnya berbeda
dengan kondisi sosial budaya anak dari kalangayamasat kelas yang lainnya.
Tanpa pendekatan sosial budaya yang spesifik @ aulit bagi pemerintah

untuk mengimplementasikannya.

Kelima karena begitu berat dan kompleksnya penanganplienmentasi
kebijakan percepatan penuntasan Wajar Dikdas Stbhgi anak dari keluarga
miskin ini, maka tidak mungkin jika penangananny@nya mengandalkan
kemampuan pemerintah, terlebih jika dikaitkan dengerbagai keterbatasan
yang dimilikinya. Itu pula sebabnya, pelibatan namakat mulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan sampai kepada evaluasieyapakan sebuah

keniscayaan.






